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A regional development indeed, is aimed at lifting the quality of lives of the society within the region through integrated and proper of sectors and spatial development. An effective and efficient development planning should take into account macro, sectoral and regional development planning harmoniously.  At the same time, a good economic development planning will determine qualified economic growth, reducing poverty, creating more jobs and reducing inter region disparities.  This is the context of this thesis research. 
This research analyzed sub-district basis economic growth centers in Sekadau District of West Kalimantan through sub district based. As a new district, Sekadau District is hoped to  bring significant impacts especially on public service sector and better welfare for every member of society. To reach the goal, economic development is one of the strategies to be done. Through creating economic growth centers in the region, will enhance the economic growth of the hinterlands. Sekadau district consists of 7 sub districts. The sub districts are Nanga Mahap, Nanga Taman, Sekadau Hulu, Sekadau Hilir, Belitang Hilir, Belitang andn Belitang Hulu. The main data analyzed in this research are economic, social and government facilities in every sub district. The analysis tools applied are Scalogram, Geographic Information System (GIS) and Interaction Analysis.
The findings of the research show that Sekadau Hilir is the main economic growth center of Sekadau. The total numbers of economic, social and government facilities are 738. It is the first economic order of Sekadau. In the Southern part, Nanga Taman is the economic growth center within the area with 257 facilities. While in the Northern part, the growth center is Belitang Hilir with 223 facilities. Because of central and Strategic position of Sekadau Hilir, other sub districts consequently, are the hinterlands of Sekadau Hilir.




ANALISIS PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI





Indonesia adalah Negara kepulauan yang luas dan memiliki jumlah penduduk nomor empat terbesar di dunia. Indonesia dianugrahi kekayaan alam yang berlimpah. Kekayaan alam Indonesia sungguh sangat memungkinkan Indonesia untuk tumbuh menjadi Negara yang maju, makmur dan sejahtera. Sebagai sebuah Negara kepulauan yang sangat heterogen dalam berbagai aspek, Indonesia memerlukan sebuah strategi pembangunan nasional, lebih khusus lagi, pembangunan regional yang sesuai dengan karakter, kapasitas dan keunggulan masing-masing wilayah. Strategi pembangunan regional yang tepat akan memungkinkan terwujudnya cita-cita luhur kemerdekaan bangsa ini.
Kesenjangan antar daerah di Indonesia sampai saat ini masih sangat tinggi. Kesenjangan tersebut meliputi Jawa dan luar Jawa atau antara Kawasan Timur Indonesia dengan Kawasan Barat Indonesia. Kesenjangan juga terjadi di dalam wilayah provinsi dan kabupaten/kota. Pekerjaan rumah pemerintah adalah mengatasi kesenjangan antar daerah tersebut. Kesenjangan antar daerah ini, jika dibiarkan bisa menimbulkan kecemburuan dan disintegrasi bangsa. Gejolak menuntut kemerdekaan di Aceh dan Papua adalah salah satu dari dampak adanya kesenjangan antar daerah tersebut.
Konsentrasi perekonomian di daerah perkotaan berdampak pada tidak meratanya penyebaran penduduk di Indonesia. Mayoritas penduduk Indonesia tinggal di pulau Jawa. Kesenjangan penduduk yang tinggal di kota dan pedesaan juga sangat luar biasa. Bandung mempunyai kepadatan penduduk 13.345 orang per km2 pada tahun 2009 (Pikiran Rakyat Online, Senin, 30 Maret 2009). Sementara itu, kabupaten dengan penduduk terendah pada tahun 2010 adalah Malinau (Kalimantan Timur) yaitu 1,57 jiwa per km2. Provinsi terpadat adalah DKI Jakarta. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi pada November 2011, tingkat kepadatan penduduk DKI Jakarta adalah 15.427 jiwa per km2 sedangkan Papua hanya 7 orang per km2. 
Nazara (2010) mengatakan bahwa ketimpangan antardaerah adalah masalah struktural di perekonomian Indonesia. Pulau Jawa telah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi sangat dominan di Indonesia. Ketidakseimbangan perekonomian antar daerah di Indonesia seperti diuraikan di atas harus dianggap sebagai masalah paling serius dalam perekonomian nasional dan dalam masalah inilah seharusnya desentralisasi bisa memberikan kontribusi yang paling signifikan (Brodjonegoro, 2006). Adanya kesenjangan antar daerah dalam provinsi dan antar daerah dalam wilayah kabupaten/kota juga sangat patut untuk diperhatikan secara serius oleh pemerintah sebagai pemegang kendali pembangunan nasional.
Pembangunan daerah pada hakekatnya bertujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di daerah melalui pembangunan daerah yang serasi dan terpadu baik antar sektor maupun antara pembangunan sektoral, dan kaitannya dengan perencanaan pembangunan oleh daerah yang efisien dan efektif menuju tercapainya kemandirian daerah dan kemajuan yang merata di seluruh pelosok tanah air. Secara mendasar dalam perencanaan pembangunan pada dasarnya terdapat tiga aspek perencanaan yaitu: makro, sektoral; dan regional, yang ketiganya tersusun dalam satu kesatuan (Kartasasmita, 1996).
Kebijakan ekonomi dalam era otonomi daerah di satu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, dan dilain pihak, terbukanya peluang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi daerah di daerahnya dalam rangka membawa masyarakat ke tingkat kesejahteraan yang tinggi dari waktu ke waktu (Rasyid, 2002). Hal ini berarti daerah harus lebih mampu menetapkan skala prioritas yang tepat untuk memanfaatkan potensi daerahnya masing-masing dengan tetap memperhatikan pentingnya kelestarian lingkungan hidup agar pertumbuhan bisa berkesinambungan.

Kabupaten Sekadau, yang menjadi subyek analisis dalam penelitian ini, adalah sebuah kabupaten yang relatif baru hasil pemekaran dari Kabupaten Sanggau lewat Undang-Undang N0. 34 Tahun 2004 pada 18 Desember 2003. Kabupaten Sekadau terdiri dari tujuh kecamatan dan 76 desa dengan jumlah penduduk seluruhnya pada tahun 2010 sebanyak 181.377 orang.
1.2.	 Permasalahan dan Tujuan Penelitian
Kebijakan pembangunan wilayah Kabupaten Sekadau yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah N0. 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah tersebut,  adalah dengan pendekatan cluster dan growth points. Karena itu, akan sangat menarik diketahui bagaimana dengan kecamatan-kecamatan yang ada saat ini, apakah kecamatan-kecamatan tersebut juga sesungguhnya sudah menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi (urban center dan sub center) dengan kecamatan pendukung tertentu. Oleh sebab itu, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: “Kecamatan-kecamatan mana saja yang memiliki kapasitas sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan kecamatan-kecamatan mana saja yang menjadi hinterland-nya di Kabupaten Sekadau Kalimantan Barat?”
Berdasarkan Latar Belakang dan Permasalahan yang telah diungkap di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis kecamatan-kecamatan yang memiliki kapasitas sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan kecamatan-kecamatan hinterland-nya di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat.
1.3.	 Metode 






Menurut konsep pengembangan wilayah, pusat pertumbuhan (growth center) dan daerah belakang (hinterland) suatu wilayah dapat diketahui melalui kelengkapan fungsi pelayanan suatu wilayah. Cara mengetahuinya adalah dengan mengidentifikasi jumlah dan jenis fasilitas ekonomi, sosial dan pemerintahan yang ada pada kawasan tersebut. Dengan tersedianya fasilitas-fasilitas itu, maka kemampuan wilayah tersebut untuk melakukan pelayanan terhadap warganya akan dapat terlaksana. Dengan banyaknya fasilitas dimaksud di suatu wilayah, juga membuat wilayah tersebut semakin menarik untuk mengembangkan suatu usaha. Pada saat yang sama, wilayah tersebut mampu berperan sebagai suatu pusat pertumbuhan atau kegiatan ekonomi bagi wilayah-wilayah di sekitarnya.
Tabel 1: Rangking Fasilitas Ekonomi, Sosial dan Pemerintahan di Kabupaten Sekadau 2012












Sumber: Dinas/Kantor terkait dan survey lapangan setelah diolah
Tersajikan dalam grafik, tampak seperti di bawah ini.
Gambar 1: Grafik Rangking Fasilitas Ekonomi, Sosial dan Pemerintahan Tiap Kecamatan di Kabupaten Sekadau

Menganalisis banyaknya kelas dari masing-masing kecamatan sebagai pusat pertumbuhan, digunakan metode Struges (Tarigan, 2005) dan Saruhian (2006), dengan rumus sebagai berikut:
k = 1 + 3.3 Log n
Dimana:
	k = banyaknya kelas
	n = banyaknya kecamatan (7 kecamatan)
Jadi:
	k = 1 + 3.3 Log 7
	  = 3.78 (dibulatkan menjadi 4)
Selanjutnya menentukan besarnya interval kelas, dengan cara:






 = 184,5 (interval kelas)
Adapun penyusunan orde pusat pertumbuhan, susunannya adalah dari yang terbesar ke terkecil. Hal ini langsung menunjukkan susunan orde pusat pertumbuhan. 
Tabel 2: Orde Pertumbuhan dan Kecamatan di Kabupaten Sekadau Tahun 2012
N0.	RANGKING	INTERVAL ORDE	ORDE PERTUMBUHAN	KECAMATAN
1.	Rangking 1	553, 5 – 738	Orde I	Sekadau Hilir
2.	Rangking 2	369 – 553,5	Orde II	-
3.	Rangking 3	184,5 -369	Orde III	Sekadau HuluNanga TamanNanga MahapBelitang HilirBelitang Hulu
4.	Rangking 4	0 – 185,5	Orde IV	Belitang

2.1.2.	Analisis Sistim Geografis
Gambar 2: Peta Informasi Geografis Fasilitas Ekonomi Kabupaten Sekadau Tahun 2012

Tabel 3: Data Fasilitas Ekonomi Kabupaten Sekadau 2012










Sumber: Dinas terkait dan survey lapangan
Keterangan fasilitas ekonomi:
1.	Pasar (permanen dan non permanen)
2.	Supermarket
3.	Restoran/rumah makan

















Gambar 3: Grafik Fasilitas Ekonomi Tiap Kecamatan di Kabupaten Sekadau Tahun 2012
   	
2.1.3.	Analisis Interaksi atau Gravitasi
Berdasarkan perhitungan hubungan/kedekatan antara pusat pertumbuhan dan daerah hinterland-nya menggunakan konsep interaksi atau gravitasi, maka dapat diketahui tingkat interaksi masing-masing kecamatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dengan kecamatan sebagai hinterland-nya. Kecamatan Sekadau Hilir adalah pusat pertumbuhan ekonomi utama di Kabupaten Sekadau dengan hinterland utama adalah 4 kecamatan di Kabupaten Sekadau yaitu Sekadau Hulu, Nanga Taman, Nanga Mahap dan Belitang Hilir. Sedangkan di wilayah Selatan, kecamatan Nanga Taman adalah pusat pertumbuhan dengan hinterland-nya adalah Nanga Mahap. Untuk wilayah Utara, Belitang Hilir adalah pusat pertumbuhan dengan hinterland-nya adalah Belitang dan Belitang Hulu. Seperti terlihat pada Lampiran 9, hirarki tingkat hubungan interaksi 7 kecamatan di Kabupaten Sekadau adalah sebagai berikut (1) Sekadau Hilir (2) Sekadau Hulu (3) Nanga Taman (4) Nanga Mahap (5) Belitang Hilir (6) Belitang Hulu, dan (7) Belitang.

Gambar 4: Skema Interaksi Sekadau Hilir dengan Kecamatan Wilayah Selatan





Gambar 8: Skema Interaksi antara Sekadau Hilir dengan Kecamatan di Wilayah Utara

2.2. Pembahasan
Hasil analisis Skalogram, Sistim Informasi Geografis (GIS), dan Analisis Interaksi atau Gravitasi masing-masing di atas, kini diletakkan dalam satu peta, maka hasil overlay tersebut menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
1.	Menunjukkan bahwa kecamatan Sekadau Hilir adalah pusat pertumbuhan ekonomi utama di Kabupaten Sekadau. Kecamatan Sekadau Hilir memiliki fasilitas ekonomi terbanyak yaitu 300 buah dengan 15 jenis fasilitas ekonomi yang diteliti. Sekadau Hilir juga memiliki 341 fasilitas sosial dan 97 fasilitas pemerintahan. Sebagai pembanding, kecamatan ranking kedua yaitu Sekadau Hulu, hanya memiliki 29 fasilitas ekonomi dengan 9 jenis fasilitas, 200 fasilitas sosial dan 53 fasilitas pemerintahan. Total fasilitas yang ada di kecamatan Sekadau Hulu adalah 282. Kecamatan Sekadau Hilir memiliki fasilitas 2,6 kali lipat lebih banyak dari kecamatan rangking kedua.
2.	 Kecamatan Sekadau Hilir adalah pusat kegiatan ekonomi, kegiatan sosial dan pemerintahan di Kabupaten Sekadau. Hal ini terlihat dari analisis skalogram ketersediaan fasilitas ekonomi, sosial dan pemerintahan dan analisis interaksi antar kecamatan di Kabupaten Sekadau. Sebagai ibukota Kabupaten Sekadau, hal ini dapat dimaklumi, karena kecamatan Sekadau Hilir menjadi kecamatan pusat pengembangan wilayah di Kabupaten Sekadau.
3.	Adanya kesenjangan ketersediaan fasilitas antar wilayah yang sangat menyolok antara kecamatan Sekadau Hilir dengan 6 kecamatan lainnya. Hal ini terlihat dari ketersediaan fasilitas ekonomi, sosial dan pemerintahan yang tersedia. Kondisi ini juga dapat menjelaskan bahwa ada kesenjangan pembangunan antar wilayah di Kabupaten Sekadau. 
4.	Kesenjangan ketersediaan fasilitas antar wilayah nampak jelas yaitu antara wilayah Selatan dan Daerah Utara dibanding wilayah Tengah yaitu kecamatan Sekadau Hilir. Jumlah semua fasilitas ekonomi, sosial dan pemerintahan di kecamatan Sekadau Hilir yaitu 738 buah hampir sama dengan jumlah semua fasilitas serupa di 3 kecamatan yaitu Sekadau Hulu, Nanga Taman dan Nanga Mahap di wilayah Selatan adalah 761 buah. Di wilayah Utara yang meliputi kecamatan Belitang Hilir, Belitang dan Belitang Hulu, ketersediaan fasilitas ekonomi, sosial dan pemerintahan lebih sedikit lagi yaitu hanya 241 buah atau hanya 1/3 dari wilayah Selatan, juga hanya 1/3 dibanding kecamatan Sekadau Hilir.
5.	Dari ketiga analisis yang dilakukan di atas, maka kecamatan Sekadau Hulu, Nanga Taman, Nanga  Mahap, Belitang Hilir, Belitang dan Belitang Hulu adalah hinterland kecamatan Sekadau Hilir.  
6.	Di wilayah Selatan, kecamatan Nanga Taman potensial untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Ketersediaan fasilitas ekonomi paling banyak tersedia di kecamatan ini. Nanga Mahap adalah hinterland dari kecamatan Nanga Taman.





Berdasarkan hasil pembahasan dari data-data yang dikumpulkan dan dengan menggunakan alat-alat analisis yang telah ditetapkan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:
1.	Berdasarkan analisis skalogram menggunakan data-data fasilitas ekonomi, sosial dan pemerintahan di Kabupaten Sekadau, maka dari 7 kecamatan yang ada di Kabupaten Sekadau, kecamatan Sekadau Hilir adalah pusat pertumbuhan ekonomi utama di Kabupaten Sekadau. Sekadau Hilir memiliki kapasitas yang sangat cukup untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Hal ini terlihat dari ketersediaan fasilitas ekonomi, sosial dan pemerintahan di kecamatan Sekadau Hilir yang menempati rangking tertinggi diantara 7 kecamatan yaitu 738 buah. Hinterland utama kecamatan Sekadau Hilir adalah Kecamatan Sekadau Hulu, Nanga Taman, Nanga Mahap, dan Belitang Hilir. Berdasarkan orde pertumbuhan yang disusun, Kecamatan Sekadau Hilir menduduki orde kesatu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sekadau. 
2.	Berdasarkan hasil analisis data-data geografis fasilitas ekonomi yang ada di Kabupaten Sekadau, fasilitas ekonomi terbanyak di Kabupaten Sekadau adalah di kecamatan Sekadau Hilir yaitu sebanyak 300 buah. Jumlah fasilitas di kecamatan Sekadau Hilir 6 kali lebih banyak dari kecamatan Nanga Taman yang menduduki urutan kedua dalam ketersediaan fasilitas ekonomi. Urutan ketiga adalah kecamatan Nanga Mahap disusul Belitang Hilir, Sekadau Hulu, Belitang dan Belitang Hulu.
3.	Berdasarkan analisis interaksi atau gravitasi Kecamatan Sekadau Hilir adalah pusat kegiatan bisnis, pemerintahan dan sosial di Kabupaten Sekadau. Sebagai kecamatan tempat pusat pemerintahan kabupaten Sekadau berada, secara otomatis banyak urusan pemerintahan yang harus diselesaikan di Kota Sekadau. Sebagai pusat kegiatan bisnis, Kota Sekadau adalah sentra distribusi bahan-bahan kebutuhan pokok dan barang-barang lainnya ke berbagai kecamatan di Kabupaten Sekadau. Sebagai pusat kegiatan sosial, di Kota Sekadau tersedia berbagai sekolah seperti SMK dan asrama yang memungkinkan anak-anak dari berbagai kecamatan menempuh pendidikan dengan relatif beragam pilihan. Di Kota Sekadau juga ada Rumag Sakit Umum Daerah yang siap melayani warga dari berbagai kecamatan yang mengidap penyakit yang tidak mampu ditangani di wilayahnya.     
4.	Pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Selatan adalah kecamatan Nanga Taman. Kecamatan Nanga Taman memiliki kecamatan hinterland yaitu Nanga Mahap. Nanga Taman, secara ekonomi, memiliki fasilitas paling banyak di wilayah Selatan. Kecamatan Nanga Taman menjadi pusat pertumbuhan ekonomi orde ketiga di kabupaten Sekadau.
5.	Pusat Pertumbuhan ekonomi di wilayah Utara adalah kecamatan Belitang Hilir. Belitang Hilir memiliki ketersediaan fasilitas ekonomi paling banyak diantara 3 kecamatan di wilayah Utara. Dilihat dari ketersediaan semua fasilitas yang tersedia yaitu ekonomi, sosial dan pemerintahan, kecamatan Belitang Hilir adalah paling banyak. Hinterland kecamatan Belitang Hilir adalah kecamatan Belitang dan Belitang Hulu. Sama halnya dengan kecamatan Nanga Taman di wilayah Selatan, kecamatan Belitang Hilir menjadi pusat pertumbuhan ekonomi orde ketiga di Kabupaten Sekadau.
 
3.2.	 Saran
1.	Perlunya semakin mememeratakan pembangunan di wilayah Selatan dengan meningkatkan proporsionalitas pembangunan ekonomi, sosial dan pemerintahan di setiap kecamatan di wilayah ini terutama semakin menumbuhkembangkan Nanga Taman sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Selatan. Dengan semakin berkembangnya setiap kecamatan dan tampilnya Nanga Taman sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, maka masyarakat sekitarnya terutama Nanga Mahap akan semakin berkembang pula. Perlahan-lahan ketergantungan pada Sekadau Hilir akan semakin berkurang. Pembangunan infrastruktur jalan, listrik dan telekomunikasi harus semakin intensif karena akan memberikan sumbangan sangat besar dalam pembangunan di wilayah ini. Hal ini sangat penting untuk memastikan kecamatan Sekadau Hilir tidak maju sendirian meninggalkan kecamatan lainnya.
2.	Pembukaan jalan provinsi yang menghubungkan Nanga Mahap dengan wilayah Ketapang yang sudah direncanakan, harus segera diwujudkan. Jika jalan poros ini dapat diwujudkan, maka dapat membuat Nanga Mahap lebih berkembang. Jalan ini juga membuka akses wilayah Timur, yang dalam jangka panjang akan menjadi provinsi, menuju pelabuhan laut di wilayah Sukadana, Kayong Utara. 
3.	Ketertinggalan wilayah Utara yang meliputi kecamatan Belitang Hilir, Belitang dan Belitang Hulu harus segera diatasi. Dilihat dari ketersediaan fasilitas ekonomi, sosial dan pemerintahan, tampak sangat jelas bahwa wilayah ini kurang mendapatkan sentuhan pembangunan terutama ketika wilayah ini masih menjadi bagian dari Kabupaten Sanggau. Sebagai kabupaten pemekaran baru, dampak positif pemekaran, sudah sepatutnya mereka rasakan. Untuk memacu pemerataan pembangunan di wilayah ini, penguatan kecamatan Belitang Hilir sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Utara menjadi solusi penting. Akses jalan yang menghubungkan Belitang Hilir dengan Belitang dan Belitang Hulu sangat vital untuk mendukung penguatan Belitang Hilir, khususnya Sungai Ayak sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
4.	Pembangunan jalan paralel sepanjang perbatasan dengan Malaysia dan pembukaan pos lintas batas Jasa di Kabupaten Sintang, harus dijadikan pemicu untuk membuka akses wilayah Utara. Jika akses jalan dan pos lintas batas Jasa dibuka, maka orientasi masyarakat wilayah Utara dapat beralih ke wilayah Sanggau atau Sintang. Wilayah ini akan dapat bertumbuh cepat bahkan bukan tidak mungkin melebihi wilayah di Selatan.  
5.	Rekomendasi penelitian berikutnya adalah penelitian tentang backwash effect Sekadau Hilir sebagai pusat pertumbuhan ekonomi utama bagi kecamatan-kecamatan belakangnya (hinterland) sebagai akibat dari terkonsentrasinya fasilitas ekonomi, social dan pemerintahan di Sekadau Hilir. ***
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